


Di dalam melaksanakan konvergensi intervensi untuk pencegahan stunting di tingkat
Desa, rembuk stunting merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk
mengkonsolidasi usulan-usulan kegiatan berdasarkan data hasil pemetaan lima paket
layanan yang telah dikumpulkan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).



Rembuk stunting dilakukan melalui diskusi terarah untuk mendapatkan komitmen desa
dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memastikan
konvergensi baik yang akan dilakukan pada tahun berjalan maupun untuk dimasukkan
dalam rkp Desa tahun berikutnya.



Peserta rembuk stunting Desa meliputi aparat dan kepala desa, BPD, tim perencana
kegiatan Desa, unsur PKK, KPMD, Kader Posyandu, Bidan desa, tendik PAUD.



Pelaku program terkait penanganan stunting termasuk UPT terkait, Puskesmas,
terutama sanitarian dan ahli gizi, Pamsimas, Program Keluarga Harapan (PKH),
Kawasan Rumah Pangan Lestari dan kelompok wanita tani dan lain-lain dan organisasi
masyarakat seperti kelompok tani atau KWT kelompok keagamaan dan karang taruna.



Pelaksanaan rebut stantink setidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut :

Menyampaikan kondisi desa dengan menggunakan peta sosial

 Data sasaran

Kondisi layanan serta peta kelembagaan Desa.



- Menyampaikan usulan kegiatan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah.

- Mendiskusikan rancangan kegiatan konvergensi stunting yang diusulkan.

Apakah strategi kegiatannya sudah tepat ?

Apakah pelaksanaannya sudah tepat ?

Apakah usulan ke desa sudah tepat ?

Bagaimana kekuatan pembiayaan oleh desa ?

Bagaimana UPTD dapat mendukung program konvergensi stunting Desa ?

Usulan perubahan penjadwalan Kegiatan .



Mencatat hasil diskusi ke dalam formulir rencana kegiatan konvergensi penanganan
stunting. Lihat dalam buku monitoring



Mengembangkan kesepakatan untuk melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga)
bulan, untuk membahas pelaksanaan konvergensi dan memantau penanganan
stunting di desa.



Mendorong Kepala Desa untuk membuat komitmen sesuai kewenangan Desa atas
pembiayaan kegiatan konvergensi stunting pada RKPD setahun berikutnya.



Misalnya Desa berkomitmen akan mengalokasi kegiatan penanganan stunting minimal
15 persen atau 20 persen dari APBN sesuai hasil musyawarah.



Menyusun notulensi dan Berita Acara hasil rembuk stunting yang ditandatangani
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.




